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Pada hats it Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tatun Dua
Riby Dua Puluh (28/1022020). bertempat di Kantor Bawasiu Kota Madwun, yang

bertandatangan o bawaly i
Dalam tangks Pangawasan Partisipatif maka kami. PARA PIHAK yang

bartkepentingan atas hal tersebut datas, yakni sebagai berikut

i Kokok Heru Purwoko, SH, MM, Ketua Bawaslu Kota Madiun datam hal
i bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun,
berkedudukan o Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Ore-Oro Ombo
Kecamatan Kartohaso Kata Madun

2 Pdl. KRISTIYANTO, Ketua Komisi Pembinaan Permuda  dan
Mahasiswa GKJIW Madiun Lar dalam hal ini bertindak untus. dan atas
nama Komisi Pembmnaan Pemuda dan Mahasiswa GKJIW Madiun Lor,
berkedudukan di Jalan Candmsan V72 Kelurahan Pathan Kecamatan

Manguharo Kota Madan

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerasama dalam hal melakukan
keglatan Soslalisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang teruang didalam

pasal-pagal sebagal benkut.

Pasal 1
Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan
bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan
gongketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kcta bertugas meningkatkan
pattizipasi  masgyarakat dalam pengawasan Pemilu di  wilayah

kabupaten/kota,
2. Undang-Undang Nemor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan

bahwa Bawasli  Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan
pongawasan pamilu partisipatif,

Dipindai dengan CamScanner




3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan
bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya
melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak
pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota Komisi
Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa GKJW Madiun Lor melalui kegiatan
organisasi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.

2. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada Komisi Pembinaan Pemuda dan
Mahasiswa GKJW Madiun Lor melalui kegiatan dalam berbagai bentuk yang
memungkinkan.

3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan
Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa GKJW Madiun Lor.

Pasal 3
Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

Pasal 4
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK

Pasal 5
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah
pihak sepakat melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam
keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuatdi : Kota Madiun
Tanggal : 28 Oktober 2020
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